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PUTUSAN
Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Cbn

z oW >
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :
PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai
Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain

di persidangan;

Duduk Perkara
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 03

Februari 2017 telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong

dengan register perkara Nomor 0549/Pdt.G/2017/PA.Cbn pada Tanggal 06

Februari 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksana
kan pada tangggal 10 Nopember 2012, berdasarkan kutipan akta nikah
nomor 1430/157/X1/2012 tertanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan di
karuniai 1 orang anak bernama :

a. ANAK |, Laki-laki, Bogor 14 Februari 2016.
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4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan har
monis akan tetapi sejak Juli 2015 sering terjadi perselisihan dan perteng
karan terus menerus yang disebabkan :

a. Tergugat memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri.

b. Tergugat tidak bisa hidup rukun dengan keluarga Tergugat.

c. Tergugat sudah mengucapkan kata cerai dengan Penggugat.

d. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat buruk
dalam urusan rumah tangga.

e. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak cocok lagi untuk
berumah tangga.

5. Bahwa pada Agustus 2015 merupakan puncak permasalahan dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa
tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya
suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah ber
pisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya
tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,
sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak ter
capai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin
lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan
terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon dengan hormat
kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat hadir
Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil
/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran
nya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana
Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1430/157/X1/2012 tanggal 12 Nopem

ber 2012 bermaterai cukup, cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi KTP Nomor 3201075608930001 tanggal 12 Januari 2013. berme

terai cukup, cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi
yang bernama :

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis dan sering bertengkar sejak 2015;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat memiliki sifat
egois dan ingin menang sendiri, tidak bisa hidup rukun dengan keluarga
Penggugat dan sudah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih 2 tahun;

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak

berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. SAKSI Il, dibawah sumpahnya menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Bibi Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak
Juli 2015;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat egois, tidak baik hubungan
dengan keluarga Penggugat dan sudah mengucapkan kata cerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih 2 tahun;

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak
berhasil, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
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Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, tetap
pada gugatannya serta mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala se
suatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita
acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seba
gaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis
akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk
memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya
gugat cerai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal
49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama ber
wenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, para pihak dalam
perkara a quo merupakan suami istri yang telah terikat dalam perkawinan yang
sah, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat se
laku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (legal standing)
untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa perdata
menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib
diupayakan perdamaian, namun karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim
cukup beralasan tidak menunjuk Mediator, hal ini sesuai maksud Pasal 4 ayat
(2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, tidak harmonis,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada hara pan lagi
untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti tulis dan saksi yang penilaiannya sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1430/
157/X1/2012 tanggal 12 Nopember 2012, bermeterai cukup telah sesuai dengan
maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun
1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peratu
ran Pemerintah No. 24 Tahun 2000, bukti tersebut dinyatakan sah dan
berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat dan Tergu
gat suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 10 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi KTP Penggugat bermeterai cukup
telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No.
13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat
(1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, bukti tersebut harus dinyatakan
sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas/wewenang Pengadilan
Agama Cibinong, Penggugat dan Tergugat beragama Islam telah melangsung
kan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga berdasar kan bukti P.2 Penggu
gat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya
gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal
73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Un
dang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63
ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain
sebagai kuasanya, Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, majelis
berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan
bantahan, Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara perkawinan merupakan perdata
khusus, Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I, dan SAKSI II;
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Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah
sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana
terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan
dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan,
Majelis menemukan fakta terbukti Penggugat dan Tergugat sering terjadi per
tengkaran terus menerus sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat memiliki sifat
egois, ingin menang sendiri, Tergugat tidak rukun dengan keluarga Penggugat,
Tergugat sudah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan sudah pisah
rumah lebih 2 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut,
seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup dua orang
(manusia) berbeda jenis dilakukan secara teratur yang menghasilkan ke
tentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana maksud dalam
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti Penggugat dan Tergugat
sering terjadi pertengkaran terus menerus sejak 2015, dan sudah pisah rumah
lebih 2 tahun, Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan
hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan
antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah
(ketenangan) dan rasa mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo Majelis
Hakim berpendapat Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya
dan dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada hara
pan untuk dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah pecah (marriage breakdown), sehingga tujuan pernikahan untuk membina

keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana maksud Pasal 1 Un

dang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah

tidak terwujud;
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Menimbang, bahwa Majelis berpendapat mempertahankan rumah tang
ga yang demikian akan menambah penderitaan lahir batin yang berkepan
jangan serta memunculkan kemudharatan-kemudharatan terhadap rumah
tangga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan /
kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai
maksud dalil ushul fikih yang artinya "Menolak kemadhorotan harus didahulu
kan daripada menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerin
tah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena
nya Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuh
kannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah membangkang terhadap
panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak
melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak
datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat di
kabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat dan Tergugat
belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat
yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan
ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, talak yang di
jatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Cibinong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum
tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meli
puti tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilang
sungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang di
sediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai

Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
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dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50

tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
hadir di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan
salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Penca
tat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 351000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang di
langsungkan pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 M, bertepatan tanggal 28
Jumadilakhir 1438 H oleh Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H sebagai Ketua Majelis,
H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. dan Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 M, bertepatan tanggal 28 Jumadilakhir
1438 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta di

hadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

H. S. Shalahuddin, S.H., M.H. Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H

Hakim Anggota,
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Idawati, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrun Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :
- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp.270.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)
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